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PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah S.W.T, kami 
menawarkan buku ini untuk membantu pembaca memahami dan 
mengembangkan penelitian tentang diplomasi publik. Buku ini 
dibuat karena pentingnya diplomasi publik dalam era globalisasi yang 
kompleks dan saling terhubung. Negara-negara telah menggunakan 
diplomasi publik sebagai alat strategis untuk membangun citra, 
mempromosikan kebijakan, dan menciptakan hubungan yang baik 
dengan masyarakat internasional. Diplomasi publik sangat bergantung 
pada kemampuan negara untuk berkomunikasi dengan baik dan 
mempengaruhi opini publik global di tengah arus informasi yang 
cepat dan besar. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
mengenai ide-ide, taktik, dan metode diplomasi publik. 

Kami mencoba menggabungkan ide-ide yang relevan dengan studi 
kasus nyata, baik dari pengalaman Indonesia maupun negara lain. 
Diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana diplomasi publik 
dapat digunakan untuk menghadapi tantangan global, memperkuat 
posisi nasional, dan mendukung tujuan internasional yang lebih besar. 
Buku ini terdiri dari sebelas bab, yang terdiri dari bab mengenai teori 
dan bab mengenai contoh aplikasi konsep diplomasi publik. Bagian 
konseptual memaparkan mengenai Diplomasi publik, Diplomasi 
Digital, Diplomasi Kota, dan Strategic Narratives. Sementara itu, 
bagian aplikasi kasus membahas mengenai Opini publik, Diplomasi 
publik India, Wonderful Indonesia, Hallyu, dan penggunaan Youtube 
dalam Diplomasi publik.  Selain topik mengenai diplomasi publik, 
buku ini juga memberikan dua bonus bab yang menjelaskan mengenai 
Diplomasi energi, dan Feminisme.

Pada bab pertama, Sofia Trisni memberikan pemaparan mengenai 
diplomasi publik secara teoritis. Bab ini menyajikan perkembangan 
diplomasi publik, kaitannya dengan studi hubungan internasional, dan 
berbagai pemahaman yang dibutuhkan dalam mempelajari diplomasi 
publik, seperti aktor-aktor yang terlibat, aktivitas yang dilaksanakan 
dan hubungan antara diplomasi publik dengan soft power.

Bima Jon Nanda, pada bab 2, membahas mengenai penggunaan 
media digital dan internet dalam diplomasi untuk mencapai tujuan 
diplomatik dan berkomunikasi dengan audiens di seluruh dunia. Istilah 
yang dikenal dengan diplomasi digital ini, memungkinkan komunikasi 
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yang cepat dan luas melalui platform online seperti media sosial, 
situs web, dan lainnya. Aktor negara dan non-negara menggunakan 
media sosial seperti Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya untuk 
menyampaikan pesan, merespon krisis, untuk mencapai tujuan dan 
kepentingan aktor tersebut.

Selanjutnya, Inda Mustika Permata, menjelaskan mengenai 
diplomasi kota, dimana kota sebagai aktor ikut berpartisipasi dalam 
hubungan internasional. Kota-kota besar seperti New York, Tokyo, 
dan Jakarta bekerja sama dengan kota-kota lain secara langsung untuk 
berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam berbagai 
bidang, seperti ekonomi, lingkungan, dan budaya. Program seperti ini 
mendorong kerja sama global, mengatasi berbagai permasalahan dunia 
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, diplomasi 
kota mempromosikan identitas lokal dan membuka peluang ekonomi 
baru melalui melalui jaringan kota global.

Eva Ermylina menulis mengenai strategic narratives. Dalam 
kajian hubungan internasional, strategic narratives adalah cerita yang 
digunakan secara strategis untuk memengaruhi opini dan perilaku 
publik internasional untuk mendukung tujuan politik dan kebijakan 
suatu negara. Aktor-aktor hubungan internasional membangun 
narasi yang menunjukkan nilai, identitas, dan aspirasi mereka dan 
memprojeksikannya melalui media tradisional dan digital. Narasi 
ini dapat menciptakan persepsi internasional, citra yang positif, 
dan dukungan publik. Para aktor dapat memengaruhi pembicaraan 
internasional dan mencapai tujuan diplomatik dengan menciptakan 
dan mengontrol narasi pemberitaan yang berkembang dalam 
masyarakat.

Tia Mariatul Kibtiah mendeskripsikan mengenai opini publik dan 
kebijakan luar negeri. Di era digital, studi Hubungan Internasional 
mengekspansi cakupannya  termasuk menganalisis opini publik 
yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Persepsi publik penting 
bagi pemerintah untuk membangun dukungan kebijakan mereka di 
dalam dan di luar negeri. Teknologi digital dan media mempercepat 
penyebaran informasi, memungkinkan masyarakat global terlibat 
dan bereaksi terhadap masalah global secara real-time. Opini publik 
memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, negosiasi, dan 
inisiatif diplomatik. Sebagai respon atas opini publik, negara berusaha 
memahami dan mengendalikan pendapat publik melalui diplomasi 
publik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama 
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dan stabilitas di seluruh dunia.
Pada bab selanjutnya, Reki Harianto memaparkan mengenai 

diplomasi publik yang dilakukan India ke Afganistan yang dilihat dari 
kacamata diplomasi publik modern. Melalui Twitter, diplomasi publik 
India di Afghanistan berkonsentrasi pada meningkatkan hubungan 
bilateral dan menciptakan citra yang positif. India menyebarkan 
informasi tentang bantuan kemanusiaan, proyek pembangunan, dan 
kerja sama budaya melalui akun resminya. Untuk menunjukkan bahwa 
India membantu kemajuan Afghanistan, sering dipromosikan inisiatif 
seperti beasiswa pendidikan, pelatihan profesional, dan dukungan 
infrastruktur. Selain itu, Twitter digunakan untuk menangani 
masalah terkini, menyebarkan pesan perdamaian, dan meningkatkan 
pemahaman budaya kedua negara. Tujuan dari upaya ini adalah untuk 
meningkatkan hubungan masyarakat dan meningkatkan pengaruh 
India di Afghanistan yang positif.

Agung Zulhatta menulis mengenai Wonderful Indonesia dan 
kaitannya dengan peningkatan jumlah wisatawan Australia ke 
Indonesia ditengah berbagai travel warning yang dikeluarkan oleh 
Australia mengingat gejolak isu kemanan di Indonesia. Wonderful 
Indonesia merupakan upaya promosi yang diprakarsai oleh 
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan mengekspos 
keindahan alam, budaya, dan keragaman destinasi wisata prioritaa, 
seperti Bali, Yogyakarta, dan Raja Ampat, melalui berbagai media, 
termasuk iklan televisi dan media sosial hingga pelaksanaan festival 
kebudayaan Indonesia di Australia. Selain itu, acara promosi khusus 
dan kolaborasi dengan Australia juga meningkatkan jangkauan 
kampanye. 

Fadhila Sudian, Anita Afriani Sinulingga, dan Diah Anggraini 
Austin menemukan bahwa sebagai salah satu perusahaan hiburan 
terbesar, SM Entertainment membantu diplomasi publik Korea 
Selatan ke Amerika Serikat dengan menyebarkan budaya pop. 
Dengan menggunakan idol group seperti EXO, NCT, dan Aespa, Korea 
Selatan memperkenalkan K-pop ke pasar internasional, termasuk 
Amerika Serikat, melalui konser, kolaborasi internasional, dan media 
sosial. Popularitas K-pop semakin meningkat seiring pelaksanaan 
event-event Kpop besar di berbagai kota Amerika, penampilan di 
TV, festival musik, serta munculnya K-pop di media besar Amerika 
seperti Billboard dan Vogue. Hasilnya, SM Entertainment tidak hanya 
meningkatkan citra Korea Selatan tetapi juga memperkuat hubungan 
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budaya dan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Amerika 
Serikat. 

Habib Ali Zainal Abidin dan Wiwiek Rukmi Dwi Astuti membahas 
mengenai kanal YouTube Nihongo Mantappu sebagai bentuk 
diplomasi publik baru yang menyokong Jepang di Indonesia, melalui 
pengenalan bahasa dan budaya. Kanal ini, yang dikelola oleh Jerome 
Polin ini, berusaha mempromosikan bahasa Jepang dan elemen budaya 
Jepang melalui konten pendidikan dan hiburan. Video-video yang 
menarik tentang kehidupan di Jepang, tutorial bahasa, dan interaksi 
budaya menarik perhatian penonton Indonesia, terutama generasi 
muda. Nihongo Mantappu membantu orang Indonesia Jepang lebih 
memahami dan menghargai budaya Jepang, memperkuat hubungan 
bilateral, dan mendorong persahabatan antara Jepang dan Indonesia.

Pada dua topik tambahan buku ini, Rika Isnarti dan Maryam 
Jamilah memberikan pemaparan mereka mengenai Diplomasi Energi 
Indonesia dan Feminisne. Rika Isnarti berbicara tentang diplomasi 
energi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga 
keamanan energinya. Ini dilakukan baik secara bilateral maupun 
multilateral, dan melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai 
fasilitator dan informan utama. Indonesia melaksanakan diplomasi 
energi secara multisektoral dengan melibatkan Kementerian luar 
negeri sebagai fasilitator dan informan utama. Di Indonesia, diplomasi 
energi dilakukan selain untuk mencapai kebutuhan energi nasional, 
tetapi juga untuk membangun hubungan internasional dengan 
memasukkan elemen energi ke dalam kerjasama internasional, 
meningkatkan hubungan internasional Indonesia. 

 Maryam Jamilah menjelaskan mengenai teori perdamaian 
Feminisme yang menyoroti peran perempuan dalam konflik dan 
perang. Teori Perdamaian Feminisme menekankan peran penting 
perempuan dalam konflik dan perang dengan menekankan perspektif 
gender dalam analisis perdamaian. Feminisme berpendapat bahwa 
perempuan memiliki kemampuan istimewa untuk mendorong 
perdamaian melalui cara-cara seperti empati, komunikasi, dan 
resolusi konflik non-kekerasan. Jika perempuan terlibat dalam proses 
perdamaian dan pengambilan keputusan, solusi yang lebih inklusif 
dan berkelanjutan dapat dihasilkan. Namun, peran mereka sering 
terhambat oleh penindasan yang dialami, yang menurut varian 
feminisme berbeda dapat bersumber dari ketidaksetaraan politik, 
seksisme, androcentrisme, atau bahkan perempuan lain yang tidak 
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memahami perbedaan budaya dan kelas sosial. Selain itu, teori ini 
menekankan betapa pentingnya mengatasi kekerasan berbasis 
gender dan ketidaksetaraan gender untuk mencapai perdamaian yang 
sebenarnya. 

Kami menyadari bahwa diplomasi publik adalah bidang yang 
terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya 
ditujukan bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi siapa saja yang 
memiliki minat untuk memahami dinamika hubungan internasional 
di era modern.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu kami menulis dan menerbitkan buku ini. Kami juga 
berterima kasih kepada para pembaca yang telah membacanya. 
Semoga kontribusi kami ini bermanfaat bagi kita semua.

          
Banda Aceh, Bandung, Padang

Sofia Trisni
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3
DIPLOMASI KOTA

Inda Mustika Permata
Departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas

indamustikapermata@soc.unand.ac.id

Pendahuluan
Dalam era globalisasi yang terus meluas, perubahan dinamika 

politik, ekonomi, dan sosial telah memberikan ruang yang lebih 
besar bagi entitas non-negara untuk berpartisipasi aktif dalam dunia 
internasional. Di antara aktor-aktor non-negara tersebut, kota telah 
muncul sebagai pusat penting dalam membentuk dan memperkuat 
jaringan internasional. Demikian pula dalam kajian Hubungan 
Internasional, kota dianggap sebagai aktor non-negara (Charountaki, 
2022). Pandangan ini muncul karena posisi kota itu yang tidak diakui 
sebagai negara, namun masih dapat berperan dalam hubungan 
internasional (Charountaki & Havlová, 2022; Herrschel & Newman, 
2017). Aktivitas kota ini direfleksikan dalam upayanya untuk 
memperkuat posisinya di level internasional, seperti yang Charountaki 
dan Havlová (2022) rujuk dengan istilah states-to-be. Namun, meskipun 
kota terlibat aktif dalam dunia internasional, posisinya tersebut 
membuat ia sama dengan aktor non-negara lainnya. Keterlibatan 
kota dan dinamika dunia yang bergerak dinamis, kemudian membuat 
kota berkembang menjadi pusat inovasi, perdagangan, dan kegiatan 
budaya yang tidak hanya mempengaruhi wilayahnya sendiri, tetapi 
juga memiliki dampak global yang signifikan.

Seiring dengan peran negara dalam diplomasi tradisional, kota-
kota besar seperti New York, London, Tokyo telah muncul sebagai 
aktor utama dalam membentuk jaringan hubungan internasional 
yang kuat. Mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat 
internasional, menjalin perjanjian kerja sama dengan kota-kota lain 
di berbagai belahan dunia, serta berkolaborasi dalam berbagai isu 
seperti perdagangan, investasi, lingkungan, dan budaya. Fenomena 
seperti di atas, menciptakan ruang bagi konsep diplomasi kota, yang 
pada awalnya mungkin terdengar tidak lazim, kini telah menjadi 
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elemen integral dalam lingkup hubungan internasional. Di samping 
itu, perkembangan diplomasi kota secara konseptual juga implikasi 
dari adanya perkembangan praktik diplomasi publik yang pesat 
dalam dunia internasional hari ini. Fenomena ini memungkinkan 
kota untuk menjadi salah satu aktor yang dapat mempraktikkan 
diplomasi publik (Sohaela & Grandi, 2021). Hal serupa juga dijelaskan 
oleh La Porte (2013) bahwa dalam aktivitas internasional, kota 
sering kali persuasif dalam mempromosikan kepentingannya di level 
internasional, khususnya menggunakan soft power sebagai alat untuk 
mempengaruhi. Lebih lanjut, La Porte mengkategorikan aktivitas 
kota ini lebih khusus dalam ranah diplomasi publik baru (new 
public diplomacy). Berdasarkan penjelasan para ahli ini, maka dapat 
diidentifikasi bahwa diplomasi publik dan diplomasi kota memiliki 
hubungan erat yang signifikan. Dengan menggunakan istilah diplomasi 
kota, secara spesifik kota menjadi aktor yang disorot di antara sekian 
banyaknya aktor non-negara yang terlibat pada aktivitas internasional. 

Pentingnya diplomasi kota dapat dilihat dari beragam inisiatif 
yang diambil oleh pemerintah kota untuk memperkuat posisi mereka 
dalam arena internasional. Program pertukaran budaya, pendidikan, 
dan ekonomi antar kota telah menjadi instrumen penting dalam 
membangun jembatan antarbangsa (Amiri, 2022; Cremer et al., 
2001). Melalui forum-forum seperti konferensi internasional kota, 
pertemuan antar kota, dan kerja sama bilateral, kota-kota tidak 
hanya memperluas jaringan mereka tetapi juga saling bertukar 
budaya dan pengalaman bersama. Namun, dalam konteks diplomasi 
kota, tantangan juga muncul. Ada ketegangan antara aspirasi global 
kota dengan kebijakan nasional negara yang mungkin bertentangan. 
Misalnya, ketika kota ingin memperluas hubungan ekonomi dengan 
kota asing, tetapi kebijakan proteksionis dari pemerintah pusat dapat 
menjadi penghambat. Selain itu, ada juga masalah yang berkaitan 
dengan ketidaksetaraan antar kota dalam skala global. Beberapa kota 
besar mungkin lebih mampu dalam melaksanakan diplomasi kota 
dibandingkan dengan kota-kota kecil atau sedang dalam konteks 
pembangunan. Terlepas dari itu semua, fenomena ini menandakan 
bahwa kota menjadi bagian dalam dinamika hubungan internasional 
saat ini. Hal ini kemudian mendorong kota untuk mempunyai 
kapabilitas dalam melakukan diplomasi agar kota mampu tetap eksis 
dalam panggung global. 

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan 
diplomasi kota dari perspektif akademis. Secara spesifik, tulisan ini 
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menggali konsep diplomasi kota dan relevansinya dalam konteks 
kajian Hubungan Internasional. Ini termasuk eksplorasi tentang aktor 
kota dalam sistem internasional, kemudian perkembangan konsep 
diplomasi kota secara konseptual, dan juga contoh praktik diplomasi 
kota. 

Kota dalam sistem internasional
Dalam studi Hubungan Internasional, telah lama diyakini bahwa 

aktor negara adalah aktor yang dominan dalam sistem internasional. 
Hal ini tentu berimplikasi pada porsi peranan aktor lainnya, termasuk 
kota, dalam dinamika dunia internasional. Seperti yang diungkapkan 
oleh Alger (2014) bahwa kota terlihat sebagai aktor yang marjinal dan 
remeh, bila kita berbicara dari segi aktivitas militer dan anggarannya 
yang biasa dilakukan oleh pemerintah nasional. Hal serupa juga 
diungkapkan oleh beberapa ahli bahwa kota sebagai aktor sering 
dipinggirkan dan dilihat sebagai unit paling bawah dan bukan sebagai 
aktor internasional (Acuto, 2013; Curtis, 2014; Marchetti, 2021). 
Namun, menurut Alger (2014), apabila kita melihat dari sudut pandang 
lain seperti populasi dunia, seiring waktu akan terpusat di kota-kota, 
tentu situasi ini menjadikan kota sebagai topik pembahasan yang 
penting secara keilmuan. Alger juga menambahkan bahwa fenomena 
ini mendorong kota untuk terlibat dalam aktivitas internasional. 
Menariknya, berdasarkan hal ini, Alger melihat hubungan internasional 
dari sudut lain yaitu sebagai suatu relasi yang terjadi antar kota. Tentu 
pandangan Alger ini menunjukkan bahwa kota menjadi area yang 
menjanjikan untuk dieksplor lebih lanjut. 

Pandangan Alger masih logis, bila kita sandingkan dengan 
fenomena banyaknya kota-kota yang saat ini secara aktif berpengaruh 
secara politik, ekonomi, maupun budaya. Kota tersebut diistilahkan 
sebagai kota global (global city) oleh Sassen (2000). Menurut Sassen, 
kota global adalah kota yang strategis secara ekonomi dalam sistem 
internasional yang secara signifikan mempengaruhi dinamika kota 
tersebut. Selain itu, Curtis dalam karyanya (2011) berupaya membawa 
topik kota global pada studi Hubungan Internasional. Sama halnya 
dengan Sassen, Curtis juga menjelaskan bahwa kehadiran kota global ini 
adalah implikasi aktivitas ekonomi transnasional yang kota terlibat di 
dalamnya serta adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 
Dalam hal aktivitas ekonomi yang Curtis maksud adalah tentang 
bagaimana kota mampu menjalankan fungsinya sebagai pendukung 
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utama dan penyedia infrastruktur dalam hal pusat perintah dan kontrol 
(command-and-control) pada sistem ekonomi global. Pendapat Sassen 
dan Curtis ini merefleksikan bahwa kota menjadi simpul (node) dalam 
jaringan ekonomi global. Berdasarkan penjelasan Sassen dan Curtis 
ini, maka dapat dimaknai bahwa kota memiliki kemampuan untuk 
menarik perusahaan global agar berinvestasi di kotanya, menyerap 
para pekerja asing yang memiliki keterampilan, menarik para turis 
internasional untuk datang ke kotanya, dan memfasilitasi sirkulasi ide 
yang beragam di dalamnya. Peran kota sebagai simpul ini, menurut 
Henderson (2017), berimplikasi pada karakteristik kota yang menjadi 
kaya akan keberagaman budaya dan sosial juga industri seni dan 
kreatifnya yang berkembang pesat. 

Kita bisa ambil salah satu kota di Asia sebagai contoh yaitu Tokyo, 
ibukota negara Jepang. Kota ini secara signifikan berpengaruh karena 
karakteristik sosio-ekonominya dan implementasi kebijakan urbannya 
yang efektif (Ursic & Imai, 2020b). Tokyo berkembang menjadi kota 
yang kompetitif dalam artian mampu untuk menarik investasi dan 
orang-orang yang memiliki keahlian dari adanya aktivitas global ke 
dalam kotanya. Dengan perkembangan seperti ini, Tokyo sebagai 
salah satu kota yang berhasil menjadi kota global seperti istilah Sassen 
sebelumnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa Tokyo berhasil menjadi 
kota global, karena kota tersebut telah menjadi ibukota berabad-abad 
lamanya, sehingga secara otomatis berimplikasi pada perkembangan 
pengaruh dan pengalaman Tokyo sebagai pusat politik, ekonomi, 
dan budaya (Hill & Kim, 2000; Song, 2020; Ursic & Imai, 2020b). 
Maka tidak heran, posisi kota seperti Tokyo dapat mampu bersaing 
dengan kota-kota dari negara barat, seperti New York, London, Paris, 
dll. Dalam konteks ini, Tokyo mampu menciptakan keterhubungan 
kotanya lewat transportasi dan komunikasi (Henderson, 2017). Daya 
tarik Tokyo dalam jaringan ekonomi global menempatkan Tokyo 
sebagai kota dengan peringkat alpha+ pada tahun 2020 (GaWC, 2020). 
Peringkat ini menunjukkan seberapa potensial suatu kota dalam 
sistem ekonomi global, dengan alpha++ sebagai peringkat tertinggi 
dan gamma- sebagai peringkat paling rendah. Posisi Tokyo sebagai 
salah satu kota alpha+ dilihat dari banyaknya perusahaan asing 
yang berkantor dan beroperasi di wilayah tersebut, karena dianggap 
strategis secara geografis. Terbukti dari data yang disediakan oleh 
Tokyo Metropolitan Government (TMG) bahwa markas perusahaan 
asing terkonsentrasi sebanyak 75.3 persen di Tokyo (TMG, 2023). 
Jumlah persentase ini juga mengindikasikan interaksi antar-budaya 
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yang terjadi di dalam kota Tokyo juga berkembang signifikan, karena 
adanya pekerja asing yang masuk. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh 
Pooch (2016) bahwa kota global menjadi suatu zona kontak untuk 
pertemuan dan pertukaran beragam budaya.  

Interaksi budaya juga terjadi karena adanya turis asing yang 
berkunjung ke kota global tersebut. Tingginya turis yang datang 
ke Tokyo terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Japan National 
Tourism Organization (2023), misalnya pada tahun 2019 persentase 
kedatangan turis asing ke Tokyo dibanding wilayah lain di Jepang  
adalah 47.2 persen dan meningkat hingga 52.9 persen pada tahun 
2023. Tingginya intensitas individu yang datang disebabkan karena 
Tokyo mampu menyediakan ruang untuk bersantai (leisure), ruang 
hijau (greenery), dan budaya (Ursic & Imai, 2020a), sehingga dapat 
memenuhi beragam keinginan turis yang berkunjung. Interaksi 
budaya yang terjadi juga menciptakan antusiasme pegiat seni dalam 
menghidupkan industri seni dan kreatif di Tokyo. Hal ini didukung 
dengan adanya kebijakan urban dari pemerintah kota, misalnya dengan 
aktifnya mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi 
sumber pusat kebudayaan di Tokyo, seperti Ueno yang menjadi pusat 
sejarah dan museum budaya Jepang; kemudian Yanesen yang menjadi 
tempat populer bagi turis asing yang menyajikan nuansa kota tua 
Jepang dan kuil; Akihabara sebagai tempat populer untuk barang 
elektronik dan pusat budaya populer Jepang seperti manga, anime, 
dan game; dan beberapa tempat lainnya (Tamari, 2017). Adanya 
aktivitas tersebut di atas mendorong Tokyo tumbuh menjadi kota 
yang berpengaruh dari segi ekonomi maupun dari segi budayanya. 

Meskipun, Tokyo berhasil menjadi kota global dengan peringkat 
atas, dalam sistem internasional tidak semua kota dapat menjadi 
kota global (Sassen & Lynd, 2010). Sebab, hal ini ditentukan oleh 
performa kota tersebut dalam menyerap manfaat dari dinamika arus 
global berdasarkan dari nilai-nilai lokal dan karakter kota tersebut 
(Anttiroiko, 2015). Merespon hal ini, ditengah kompetisi antar kota 
yang terjadi di level global, kota perlu meningkatkan soft power-nya 
agar dapat bersaing (Tamotsu, 2002). Investasi sumber daya dalam 
soft power menjadi penentu eksistensi dan daya saing kota kecil dan 
menengah. Kota kecil dan menengah yang dimaksud dalam tulisan 
ini adalah kota yang peringkatnya berada di bawah peringkat alpha, 
seperti beta dan gamma. Dengan kata lain, seberapa kompetitifnya 
kota tersebut bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi global. Pemaknaan 
ini juga didasarkan pada argumen Kresl dan Ietri (2016) bahwa 
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kompetitif suatu kota tidak ditentukan dari ukuran kota tersebut. 
Sayangnya, acap kali kota yang berada pada peringkat di bawah kota 
global cenderung lemah dalam hal eksistensinya di level global dan 
keaktifan di pentas global (Cullis et al., 2023; Sevin, 2021). Faktor 
internal seperti kurangnya pengetahuan, niat pemerintah, dan 
sumber daya manusia dalam melaksanakan manajemen hubungan 
luar negeri menjadi hambatan sendiri bagi kota-kota kecil seperti 
yang dipaparkan oleh Isnarti dan Trisni (2020) dalam karyanya. Maka 
pertanyaan muncul, apa peranan yang bisa dimainkan oleh kota kecil 
dan menengah di dalam sistem? Bila pertanyaan ini disandingkan 
dengan perkembangan kota global, tentulah kota kecil dan menengah 
memiliki peranan dengan porsi yang amat minim di tengah intensnya 
kompetisi antar kota.   

Namun, menurut Kresl dan Ietri (2016), kota dengan peringkat di 
bawah kota global masih bisa tetap kompetitif dengan memanfaatkan 
daya tarik yang melekat dalam kotanya. Adapun Kresl dan Ietri 
menyebutkan daya tarik tersebut seperti kualitas hidup dan hubungan 
sosial yang ditawarkan, keindahan pemandangan, dan ruang publik 
yang nyaman (livability). Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
Lorentzen dan van Heur (2012) bahwa kota-kota tersebut cenderung 
terlihat menarik bagi keluarga, seniman, dan orang-orang tua. Pendapat 
Lorentzen dan van Heur ini juga sejalan dengan pandangan Sevin 
(2021) bahwa segmentasi dari target kota-kota tersebut sangatlah 
terbatas sehingga berimplikasi pada reputasi dan representasi 
mereka yang lemah. Maka dari itu, Lorentzen dan van Heur memberi 
catatan bahwa sumber daya budaya (cultural) dan alam (natural) yang 
mereka kaitkan dengan kegiatan seperti pariwisata, budaya, festival 
makanan, dan juga pendidikan dapat menjadi bagian dari cara kota 
tersebut untuk menaikkan eksistensi dan peranannya dalam pentas 
global. Hal ini bisa dilihat dari kasus Seoul, ibukota Korea Selatan.  

Berbeda dengan Tokyo, Seoul dahulunya adalah kota yang berada 
pada peringkat beta (Beaverstock et al., 1999). Meskipun posisinya 
saat ini masih berada di bawah peringkat kota Tokyo, saat ini Seoul 
sudah berada pada posisi kota alpha- (GaWC, 2020). Seoul saat ini 
telah bertransformasi menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi 
di dunia internasional (Joo, 2023; Yun, 2017). Eksistensi Seoul dalam 
hubungan internasional juga dapat dilihat dari aktifnya kota ini 
dalam mempromosikan dirinya sebagai aktor yang relevan dan setara 
dengan aktor kota lainnya yang dianggap maju. Contoh yang dapat 
dilihat adalah perilaku adaptif Seoul sebagai kota yang mengikuti 
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perkembangan dunia terkini. Misalnya, Seoul menerapkan kebijakan-
kebijakan yang sedang tren seperti konsep kota pintar (smart city) 
(Lee et al., 2014) dan sharing city (Robinson & Ji, 2022). Keberhasilan 
Seoul ini menunjukkan bahwa dalam sistem internasional, kota 
bukanlah aktor yang statis, tapi dinamis. Kota bisa menjadi aktor 
yang kuat pengaruhnya dalam hubungan internasional, bila dibarengi 
dengan strategi yang tepat dan adaptif, agar dapat memaksimalkan 
daya saingnya agar bertahan dalam kompetisi yang intens. Strategi 
ini misalnya adalah diplomasi kota. Maka dari itu, bagian berikutnya 
akan membahas mengenai diplomasi kota dan perkembangan 
konseptualnya dalam studi Hubungan Internasional.

Perkembangan Diplomasi Kota Secara Konseptual
Aktivitas kota dalam dunia internasional, sebenarnya bukanlah 

hal yang baru. Berkenaan dengan ini, Grandi (2020) menjelaskan 
bahwa institusi politik tertua, yakni polis yang berarti kota, telah 
mempengaruhi hubungan internasional selama ribuan tahun. 
Sependapat dengan Grandi, Surmacz (2018) juga menyatakan bahwa 
fenomena ini telah lama ada. Leffel (2021) menjelaskan bahwa 
kota berpengalaman sebagai simpul untuk waktu yang cukup lama 
yang terlihat dalam beberapa aktivitas penting di dalamnya seperti 
budaya, ekonomi, dan sosial. Leffel melanjutkan bahwa kegiatan ini 
menjadikan kota sebagai wadah untuk bertemunya beragam budaya, 
ide, dan inovasi sehingga menjadikan kota lebih hidup dan dinamis. 
Menurut Leffel, karakteristik kota seperti ini yang menjadikan 
kota sebagai aktor yang dapat menyediakan kondisi yang kondusif 
dalam keikutsertaannya dalam aktivitas yang bersifat global, seperti 
diplomasi. Maka dari itu, keikutsertaan kota dalam urusan global 
menjadi krusial, karena bertujuan untuk meningkatkan citra dan 
standar hidup kota, serta memperkuat posisi politiknya. 

Dalam konteks ini, diplomasi kota merujuk pada suatu proses 
dimana kota berinteraksi dengan para aktor di panggung politik 
internasional untuk mewakili  diri mereka sendiri dan kepentingan 
mereka (van der Pluijm & Melissen, 2007). Selanjutnya, Marchetti 
(2021) mendefinisikan diplomasi kota sebagai tindakan terlibat 
dalam hubungan dengan pihak ketiga di luar batas wilayahnya dengan 
tujuan untuk mencapai tujuan kota tersebut. Selain itu, Surmacz 
(2018) mendefinisikan diplomasi kota sebagai proses representasi 
dan komunikasi dengan tujuan kota membangun dan memperkuat 
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hubungan, mengejar kepentingan sendiri, berupaya mempengaruhi 
perilaku aktor internasional (negara, lembaga internasional, kota 
lain, dan aktor non-negara), dan mencari peluang untuk pemecahan 
masalah internasional. Tampak bahwa kota telah muncul sebagai 
aktor yang berpartisipasi dengan motif politik di dalam hubungan 
internasional. Menanggapi aktivitas kota dalam diplomasi, Leffel 
(2021) mengamati bahwa aktivitas diplomasi kota telah mengalami 
pergeseran yang signifikan. Grandi (2020) pun berpendapat diplomasi 
kota era modern saat ini adalah hasil dari tren evolusi ganda dari 
hubungan internasional dan manajemen kota. Ini mungkin terjadi, 
karena kota memiliki posisi di antara (in-between of power), seperti 
yang dikemukakan oleh Sevin dan Amiri (2023). Otoritas mereka 
berasal dari posisi mereka dalam pemerintahan, dan mereka juga sah 
karena mereka terkait dengan orang-orang yang mereka layani. 

Lebih rinci, Leffel (2021) menggambarkan bahwa dalam 
fenomena diplomasi kota modern ini, pemerintah kota ikut ambil 
bagian dalam arena kebijakan luar negeri yang secara tradisional 
didominasi oleh pemerintah negara. Leffel menyoroti beberapa faktor 
yang mendorong fenomena ini terjadi seperti keharusan kota untuk 
menerapkan norma-norma yang bersifat universal, saat pemerintah 
negara gagal untuk melakukannya. Faktor lainnya adalah efek dari 
perkembangan rezim demokrasi itu sendiri yang memungkinkan kota 
untuk bisa leluasa dalam menjalankan aktivitas politiknya, termasuk 
di ranah global. Di samping itu, berkembangnya praktik tata kelola 
global dalam konteks urban (global urban governance) memberikan 
kota ruang untuk menyampaikan aspirasinya berkenaan isu-isu yang 
sedang tren di level global (Acuto et al., 2021). Dengan kata lain, isu-isu 
yang bersifat global ini memberikan dampak langsung ke kota sebagai 
pusat berkegiatannya masyarakat, begitu sebaliknya. Faktor-faktor ini 
kemudian menjadi momentum bagi kota untuk hadir dan eksis dalam 
panggung global. Di sisi lain, dari aspek teoritis, ini menandai bahwa 
adanya perkembangan perilaku kota sebagai unit analisis dalam 
Hubungan Internasional. 

Pada perkembangannya, aktivitas kota dalam diplomasi 
juga sering dibahas dengan penggunaan istilah yang lain seperti 
paradiplomasi dan juga diplomasi urban. Secara umum, kedua istilah 
ini mirip dengan diplomasi kota yang menunjukkan adanya eksistensi 
kota dalam hubungan internasional. Perbedaannya adalah dalam 
konteks porsi peranan kota dan juga relasinya dengan negara. Hal ini 
seperti yang dijelaskan oleh Criekemans (Criekemans, 2018) tentang 
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paradiplomasi. Criekemans mengutip penjelasan Aldecoa & Keating, 
(1999) mengenai definisi paradiplomasi yaitu aktivitas politik luar 
negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Criekemans juga 
menyoroti kritik yang diberikan para ahli terhadap penggunaan kata 
“para” yang dalam konteks ini maksudnya adalah paralel. Kritik ini 
misalnya, istilah paradiplomasi seolah memberi gambaran adanya 
pemisahan baik itu aktivitas diplomasi negara dan sub-negara. Padahal, 
menurut Criekemans dalam beberapa kasus, aktor negara dan sub-
negara bersama-sama melakukan upaya diplomasi sebagai bentuk cara 
penggabungan kekuatan diplomatik di level internasional. Dalam kata 
lain, aktivitas diplomasi dilakukan berdampingan dengan diplomasi 
negara  (Chaloux & Paquin, 2013). Di samping itu, istilah paradiplomasi 
juga tidak terbatas pada penjelasan perilaku aktor kota saja, tetapi juga 
bisa lebih luas (Fantoni & Avellaneda, 2022; Kuznetsov, 2015).

Sementara, istilah diplomasi urban juga membahas aktivitas kota, 
namun menyoroti aktivitas dan dinamika di dalam konteks ruang 
(spaces). Dalam kata lain, aktivitasnya digambarkan dalam sudut 
pandang geografi. Seperti yang dijelaskan oleh Manfredi-Sánchez 
(Manfredi-Sánchez, 2023) dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa 
diplomasi urban adalah suatu upaya untuk merespon implikasi isu 
global di level urban atau perkotaan berdasarkan situasi dan tuntutan 
dari masyarakat, sehingga secara alamiah diplomasi urban bersifat 
publik. Lebih lanjut Manfredi-Sánchez (2023) menjelaskan bahwa 
konteks diplomasi urban lebih lokal, yang artinya pelaksanaannya 
bersifat lokal dan spesifik di ranah urban tersebut. Penjelasan dari 
Manfredi-Sánchez menunjukkan bahwa diplomasi urban menekankan 
pada dinamika masyarakat di dalam kota tersebut dalam merespon isu-
isu yang bersifat global. Oleh sebab itu, penggunaan diplomasi urban 
dipandang sebagai aplikasi diplomasi di ranah yang lebih sempit dan 
terbatas. Di samping itu, penjelasan para ahli tentang paradiplomasi, 
dapat dipahami bahwa istilah ini belum bisa menggambarkan secara 
utuh bagaimana perilaku kota sebagai aktor dalam aktivitas dunia hari 
ini. Maka demikian, penggunaan diplomasi kota dianggap lebih sesuai 
dengan perkembangan tren hari ini. Sebab, lebih fokus menjelaskan 
bagaimana kota secara global dapat terlibat dan terkoneksi dengan 
aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah yang berada di luar 
teritorial negaranya (Acuto et al., 2018).

Sebagaimana diuraikan dalam argumen para ahli tersebut, 
diplomasi kota dapat dilihat sebagai suatu proses kota berkomunikasi 
dengan aktor lain dari luar batas wilayah teritorialnya untuk tujuan 
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meningkatkan visibilitas kota tersebut dan mengambil bagian dalam 
inisiatif internasional. Dalam praktiknya, walikota menjadi aktor 
sentral dalam pelaksanaan diplomasi kota (Asdourian & Ingenhoff, 
2020). Keterlibatan walikota  juga disorot oleh Klaus (2022) dalam 
karyanya. Klaus berpendapat bahwa walikota mendapat kewenangan 
berbicara atas nama kota, karena mereka dipilih atau ditunjuk secara 
sah. Di samping itu, Klaus juga menekankan dalam praktiknya, walikota 
menjalankan diplomasi kota murni untuk mendapatkan strategi 
ataupun langkah tepat dalam merespon suatu isu untuk kotanya, 
bukan untuk menantang pemerintah nasional. Maka tidak heran, isu 
yang sering dibahas adalah isu-isu politik tingkat rendah (low politics) 
seperti HAM dan lingkungan (Ljungkvist, 2014), kemudian kesehatan 
(Acuto et al., 2017), meskipun isu keamanan juga kadang masuk ke 
dalam perhatian kota seperti terorisme dan kejahatan transnasional 
(Ljungkvist, 2019; Sampaio, 2016). Oleh sebab itu, diplomasi kota 
dapat juga berfungsi untuk membuka saluran (channel) lain ketika 
suatu permasalahan yang terjadi di kota dan belum dapat diselesaikan 
oleh pemerintah kota. 

Untuk mengaplikasikan diplomasi kota, Grandi (2020) 
menyatakan bahwa kota-kota dapat mengambil manfaat dari 
serangkaian alat yang dapat memfasilitasi partisipasi mereka dalam 
hubungan internasional, termasuk (1) perjanjian bilateral, yang dapat 
dibentuk sebagai perjanjian kota kembar, perjanjian kerja sama (atau 
persahabatan), dll.; (2) jaringan kota, di mana kegiatan ini terdiri dari 
kerja sama multilateral yang diformalisasikan antara tiga atau lebih 
kota yang bekerjasama dalam sektor aksi munisipal tertentu, seperti 
jaringan kota tematik atau jaringan serba guna (multi-purpose); (3) 
proyek-proyek bilateral dan multilateral, yang biasanya memiliki 
tujuan tertentu yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu; (4) 
acara (event) yang bersifat internasional; (5) advokasi internasional 
melalui kampanye. Meskipun demikian, tidak semua bentuk praktik 
diplomasi kota ini harus dilakukan oleh kota. Kota dapat memilih 
aktivitasnya yang relevan dan sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Dalam praktiknya, kota bisa mengkombinasikan praktik-
praktik tersebut sehingga bisa maksimal dalam meningkatkan 
pengaruh dan visibilitasnya dalam panggung global. 
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Praktik Diplomasi Kota Hong Kong
Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok yang menikmati 

keistimewaan sehingga nama resmi dari wilayah ini adalah Hong 
Kong SAR (Special Administrative Region). Hong Kong kembali ke 
pangkuan Tiongkok setelah diserahkan oleh Pemerintah Inggris pada 
tahun 1997. Sejak saat itu, Hong Kong mempraktikkan prinsip one 
country, two system. Prinsip ini menekankan bahwa Hong Kong adalah 
bagian sah dari Pemerintah Tiongkok dan diberikan otonomi khusus 
dalam menjalankan pemerintahannya. Meskipun demikian, Hong 
Kong juga diberikan batasan tentang aktivitas hubungan eksternal 
apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan secara mandiri, seperti 
bidang ekonomi, perdagangan, moneter dan keuangan, pengiriman, 
komunikasi, pariwisata, budaya, dan olah raga seperti yang tertuang 
dalam pasal 151 tentang hubungan eksternal (Constitutional and 
Mainland Affairs Bureau, n.d.). Walaupun Tiongkok memberikan 
batasan, pasal ini masih memungkinkan Hong Kong untuk menjalankan 
aktivitas luar negerinya sehingga bisa tetap eksis dalam hubungan 
internasional. 

Dalam sistem internasional, Hong Kong merupakan salah satu kota 
alpha+ merujuk indeks yang dikeluarkan oleh GaWC (2020). Peringkat 
ini mengindikasikan bahwa Hong Kong adalah kota penting sebagai 
simpul dalam jaringan ekonomi global. Peringkat ini juga tergambar 
dalam citra Hong Kong di dunia internasional sebagai pusat finansial 
dunia (Lin, 2008). Hong Kong juga dianggap sebagai salah satu kota 
yang mengendalikan bursa modal global (D. R. Meyer, 2002). Jadi, 
meskipun dari segi ukuran kota, Hong Kong memang kecil, namun 
dia mengambil posisi penting sebagai pusat ekonomi global. Posisi 
Hong Kong ini menurut Meyer (2002), karena banyaknya perusahaan 
perbankan internasional kelas dunia yang berasal dari Eropa Barat, 
Amerika Utara, dan Asia yang memilih Hong Kong sebagai basis 
operasional mereka sejak awal, sehingga ini menarik perusahaan-
perusahaan internasional lainnya berkantor di kota. Dengan kata lain, 
Hong Kong adalah kota yang kompetitif karena mampu mengambil 
keuntungan dari pergerakan modal global. 

Di samping itu, Hong Kong juga mampu memancarkan daya tariknya 
dari aspek lain, yaitu budaya. Sebagai salah satu kota Tiongkok, Hong 
Kong menjadi tempat perpaduan budaya, karena faktor sejarahnya 
yang dahulu pernah dikelola oleh Pemerintah Inggris. Hal ini tentu 
menjadi nilai tambah Hong Kong untuk bersaing dan menjadi salah 
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satu magnet yang menarik pergerakan orang dari berbagai wilayah 
untuk masuk ke Hong Kong. Situasi ini menjadikan Hong Kong sebagai 
tempat yang dinamis, karena banyaknya beragam budaya yang masuk 
dan hadir di kota tersebut. Hal ini membuat Hong Kong terhubung 
dengan belahan dunia lain, sehingga Hong Kong menjadi polyglot 
city (Wang, 2020). Seperti yang dijelaskan oleh  Chiu dan Siu (2022), 
meskipun populasi di Hong Kong adalah mayoritas orang Tionghoa, 
namun masyarakat lokal juga menyambut budaya barat. Berkaitan 
dengan ini, Chiu dan Siu berpendapat bahwa Hong Kong memiliki 
daya tawar sebagai kota yang berpengaruh secara global dan berperan 
signifikan sebagai jembatan dalam menghubungkan Tiongkok dan 
negara barat seperti Eropa. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah 
Tiongkok terhadap Hong Kong sebagai gerbang Tiongkok menyerap 
modal global (D. Meyer & Lee, 2024).

Kayanya budaya yang hadir juga memperkuat industri film lokal 
yang ada di Hong Kong sehingga diminati oleh penonton yang berasal 
dari negara lain. Fim-film produksi Hong Kong laris-manis, terbukti 
banyaknya selebriti Hong Kong yang mendunia seperti Jackie Chan, 
Bruce Lee, Andy Lau, Chow Yun-Fat, dan masih banyak lagi. Industri 
film Hong Kong sering disebut oleh ahli sebagai Industri Hollywood 
Asia (Chiu & Siu, 2022). Namun, kejayaan industri film Hong Kong 
tidak lah lama. Tahun 2000an awal industri ini meredup, bahkan 
menurut (Wang, 2020), sejak pertengahan tahun 1990an telah 
mengalami kemunduran dilihat dari kuantitas jumlah dan nilai ekspor 
dari industri ini ke luar negeri. Chiu dan Siu (2022) menjelaskan 
alasannya karena film produksi lokal kalah bersaing dengan film-film 
asing yang masuk. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah berusaha 
untuk melakukan upaya untuk mendorong agar industri film Hong 
Kong kembali dinamis. Dengan mengusung semangat East-meet-West, 
pemerintah berupaya untuk mempromosikan budaya populer (pop-
culture), seperti industri filmnya secara global (GovHK, 2022). 

Dalam praktiknya pemerintah mendorong terlaksananya 
kolaborasi proyek-proyek antara pembuat film yang berasal dari Hong 
Kong dan produser asal negara Asia dan atau Eropa (Hong Kong Film 
Development Council, 2024). Proyek ini diinisiasi oleh pemerintah 
dengan memberikan dana bantuan pembuatan proyek film sebesar 
HK$9 Juta (Hong Kong Film Development Council, 2024). Lebih lanjut, 
dalam ketentuan proyek ini, pemerintah tidak memberikan syarat 
yang ketat, seperti adegan tidak harus di ambil di Hong Kong, serta 
tidak harus menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. Inisiatif 
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pemerintah ini mendorong para seniman film untuk mengembangkan 
jejaringnya secara global serta di saat yang sama juga membuka 
peluang untuk dapat masuk ke pasar film di negara lain, serta 
mengeksplorasi cerita selain di sekitar Hong Kong (Shackleton, 
2021). Inisiatif ini menyiratkan upaya pemerintah untuk memberi 
jalan keluar untuk menggiatkan kembali situasi industri film yang 
lesu dan ketergantungan industri tersebut kepada pasar Tiongkok. 
Sebab, adanya regulasi mengenai batasan film yang mengangkat 
cerita yang bermuatan politik, mempersulit langkah produser dalam 
mengembangkan film Hong Kong. 

Di samping itu, praktik kolaborasi juga sebenarnya bukanlah hal 
yang baru bagi industri film Hong Kong. Beberapa ahli mengistilahkan 
fenomena ini dengan konsep pan-Asian cinema, untuk menggambarkan 
adanya fenomena talent sharing, investasi lintas batas, produksi 
bersama dan konsolidasi pasar (Wang, 2020; Yeh & Davis, 2002). 
Dalam praktiknya, menurut Wang (2020), melalui konsep ini, 
Hong Kong dapat memainkan perannya, karena secara historis dan 
posisinya strategis. Di samping itu, Wang (2020) juga menunjukkan 
bahwa film yang diproduksi dengan mengaplikasikan konsep ini laris-
manis di pasaran, seperti film dari rumah produksi Applause Pictures 
yang didirikan oleh Peter Chan Ho-Sun. Praktik dari konsep ini dapat 
menguntungkan secara finansial, penggunaan sumber daya, serta 
memperluas pasar, karena biasanya cerita yang diangkat memiliki 
kesamaan latar dengan negara yang berkolaborasi. Maka, berdasarkan 
kesuksesan ini, tidak heran mengapa pemerintah menginisiasi upaya 
ini. Selain itu, seperti lazimnya praktik industri budaya populer 
lainnya, pemerintah biasanya berperan dalam memberikan bantuan 
dana untuk memperlancar aktivitas dari industri ini. 

Penyelenggaran kegiatan yang bersifat global juga diupayakan 
untuk memperluas eksposur dari industri film Hongkong, seperti Hong 
Kong Internasional Film Festival (HKIFF). Kegiatan festival film ini 
adalah salah satu yang tertua di Asia. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 
1976. Pada tahun 2024 ini, kegiatan festival ini diselenggarakan pada 
akhir Maret hingga awal April, dengan menghadirkan para seniman 
dan pecinta film dari seluruh dunia. Dengan terselenggaranya kegiatan 
ini di Hong Kong, tentu akan menarik banyak orang asing ke Hong Kong 
dan meningkatkan visibilitas Hong Kong secara global. Pemerintah 
juga mempromosikan kegiatan ini dalam pertemuan yang sifatnya 
resmi seperti Hong Kong International Cultural Summit yang dihadiri 
lebih dari 700 orang yang berasal dari berbagai kawasan seperti Asia-
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Pasifik, Timur-Tengah, Eropa, dan Amerika (GovHK, 2024). Pertemuan 
ini diadakan untuk memperdalam pemahaman dalam pertukaran 
budaya antar peserta demi mendukung tujuan Hong Kong menjadi 
salah satu pusat budaya (cultural hub) dunia. 

Kesimpulan
Di tengah dominannya aktor negara dalam hubungan 

internasional, tulisan ini berkontribusi untuk menambah literatur 
mengenai aktor kota. Implikasi dari menonjolnya narasi negara 
dalam kajian Hubungan Internasional adalah jarangnya pembahasan 
mengenai aktor kota. Dengan adanya globalisasi dan kecanggihan 
teknologi, aktor kota muncul sebagai aktor yang dinamis dalam sistem 
internasional. Peran kota sebagai simpul-simpul penting mulai terlihat 
dan menjadi signifikan dengan terbentuknya jaringan ekonomi global. 
Kota yang berhasil dalam hal ini sering kali disebut sebagai kota global, 
sehingga kota tersebut haruslah kompetitif sehingga dapat menjadi 
pusat ekonomi maupun budaya. Untuk mencapai hal ini, maka kota 
haruslah membekali diri mereka dengan kemampuan diplomasi 
kota. Aktivitas diplomasi kota ini bertujuan untuk meningkatkan 
visibilitas mereka di dunia internasional sehingga menekankan proses 
komunikasi dan representasi kota yang lebih menarik. Meskipun 
banyak istilah yang muncul untuk menggambarkan strategi kota 
dalam panggung global, istilah diplomasi kota menjadi relevan karena 
berusaha menjelaskan perilaku kota sebagai suatu unit lewat berbagai 
macam aktivitas. Tulisan ini mengambil contoh praktik diplomasi 
kota Hong Kong dalam mempromosikan industri filmnya. Hong Kong 
yang sudah menjadi kota alpha+ tentulah sudah memiliki citra yang 
kuat di dunia internasional. Namun, kuatnya persaingan antar kota, 
mendorong kota untuk terus aktif berdinamika agar posisinya dalam 
sistem dapat dipertahankan dan dinilai kompetitif. Dalam kasus Hong 
Kong, penguatan industri film tidak hanya menghasilkan keuntungan 
ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat pengaruhnya lewat 
soft power. Hong Kong menyadari bahwa mereka memiliki sumber 
daya yang kuat dari segi budaya yang dapat menjadi sumber atraksi 
kotanya. Dalam contoh kasus ini, diplomasi kota yang dilakukan oleh 
Hong Kong berkaitan dengan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan 
yang bersifat internasional yang ditandai dengan adanya audiens dan 
pelaksanaan di level internasional. Selain itu, kasus Hong Kong juga 
memperlihatkan bahwa meskipun telah menjadi kota global, Hong 
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Kong juga menghadapi tantangan tidak hanya dari adanya dominasi 
Hollywood, namun juga meningkatnya industri film produksi dari 
negara Asia lainnya. Maka dari itu, peran Pemerintah Hong Kong 
dalam hal ini sangatlah signifikan. 

Pertanyaan Diskusi
1. Dalam sistem internasional yang kompleks, apa peran utama yang 

bisa dimainkan oleh kota sehingga peran tersebut berbeda dari 
aktor non-negara lainnya?

2. Bagaimana diplomasi kota dalam konteks fenomena dan 
konseptual dapat mencerminkan evolusi dari kajian narasi 
Hubungan Internasional yang didominasi oleh negara?

3. Bagaimana kota peringkat beta dan gamma dapat menggunakan 
diplomasi kota untuk memperkuat reputasi dan posisi mereka 
dalam jaringan global?
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